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GUBERNUR LAMPUNG. 

Mernbaca	 Surat Sekretaris Daerah Provinsi Larnpung ]\011101': 9JU J 178 08 2UI0 
tanggal 15 Desernber 2010 perihal usulan Penznuna A.lll!l!aran. Kuasa 
Pengguna Anggaran. Bendahara pada Sckretariai Dacrah Provinsi Lampung. 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka tertib administrasi clan kelancaran pelaksanaan 
Anggaran Pendapaian dan Belania Daerah (APED) Provinsi Lampung 
Tahun Anggaran 2011. )ang dikclolu oleh Sekrctariat Daerah Prov insi 
Lampung. maka perlu rnenunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Jan 
Bendahara Pengeluaran Pernbantu yang bertanggung jawab baik dari sc'gi 
fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokurnen Pelaksanaan Anggarnn 
'SCltuCln Kerj C\ Per',,","skC\t D,",~n;\h <DP..... SKPD) S~kr';l"l.ri...t D;.v~rah Pro . irL,j 

Larnpung: 

b.	 bahwa Pejabar/Pegawai Negeri Sipil yang Nama. NIP. Pangkat Golongan 
dan Jabatannya -ebagaimana tercantum dalam Larnpiran Keputusan ini 
dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa 
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah I APBD) Prox insi Lampung pada 
Sekretariat Daerah Provinsi Larnpung Tahun Anggaran 2U 11 : 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas. 
agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi. dipandang 
perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung: 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2UU-J. tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008: 
Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun :2005 tentang Penge lolnan 
Keuangan Daerah: 

3.	 Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Crusan 
Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi Jan 
Pemerintahan Daerah KabupatenKota: 

-+.	 Peraturan Pemerintah l\omor 71 Tahun :::U}O tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan: 
5.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20U6 tentang Pedoman 

Pengelolaan Ke.iangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalarn l'egeri Nomor 59 Tahun 2U07: 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
serta Penyampaiannya: 

7.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2011: 

MEMllTlISK~N : 

KEPUTUSAN GlfBERNUR TE~TANG PENUNJeKA~ KlTA.S.~ 

PENGGUNA A~GGARAN. BENDAHARA PENGELlTA~~N 

PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.L~ DAERAH 
(APBD) PROV1'N5-1 LAi\fPl!NG PADA SEKRETARIAT DAERA.H 
PROVINSI LAMPL\JG TAHUN ANGGARAN .2011. 

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama. NIP. Pangkat Golongan 
dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan 
ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. kolom -+ Lampiran Keputusan ini 
sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Provinsi Lampung raja Sekretariat Daerah Prox insi 
Lampung Tahun Anggaran 2011. 

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pernbantu 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu rnempunyai Tugas, Kewajiban 
dan Wewenang sebagai berikut : 

1.	 Kuasa Pengguna Anggaran : 
a.	 Melakukan tmdakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja: 
b.	 Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya: 
c.	 Melakukan pengujian atas tagihan: 
d.	 Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan: 
e.	 Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinny a: 
f.	 Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya 

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna 
Anggaran: 

g.	 Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah 
melalui Sekretaris Daerah: dan 

h.	 Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara 
pengeluaran sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam .3 (tiga: bulan dan 
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas. 

I	 Bendahara Pengeluaran Pembantu: 

a.	 Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah: 

b.	 Menyelenggarakan tata pernbukuan secara tertib dan teratur sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2U06 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kcuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam :\egeri 
Nomor 59 Tahun .2007. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 
55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya: 

c.	 Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran : ang 
menjadi tanggung jawabnya: 



d.	 Dokumen : ang digunakan dalam menatausahakan pengeluaran 
mencakup: 
- Buku Kas Umum: 
- Buku Pajak PPn/PPh: dan 
- Buku Panjar: 

e.	 Melakukan penatausahaan dcngan menggunakan bukti pengeluaran 
yang sah: 

f.	 Menyampail.an laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada 
bendahara pcngeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya: 

g.	 Laporan pertanggungjawaban peugeluaran mencakup: 
- Buku Kas Urnum: 
- Buku Pajak PPn!PPh: dan 
- Bukti Pengeluaran Yang Sah: 

h.	 Melakukan \ erifikasi. evaluasi dan analisis alas laporan pertanggung 
jawaban pengeluaran, 

KETIGA	 Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan 
Gubernur Lampung tentang Penunjukan Kuasa Pcngguna .-\nggaran. 
Bendahara Pengeluaran Pernbantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2011 yang ditandangani oleh Gubernur Lampung kepada Kepala 
Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

KEEMPAT	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tang gal :; Januari .2011 sampai dengan 
31 Desember 2011. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternv ala 
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pernbetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di T elukbciung 

pada tanggal IJ- / - 20 I I 

GUBE 

Tembusan : 
J. Ketua DPRD Provinsi Lampung d I Telukbetung: 
-, Kepala BPI'. RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung: 
3.	 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Larnpung: 
4.	 Kepala Biro Hukurn Setda Provinsi Lampung di Telukbetung: 
5.	 Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung: 
6.	 Masing-masing yang bersangkutan: 




